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BAB I 
PENDAHULAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang 
senantiasa dalam kehidupannya saling melakukan interaksi satu sama lain 
mengingat manusia merupakan mahluk sosial. Dalam hubungan yang  
tercipta diantara anggota masyarakat tersebut dapat berupa hubungan hukum. 
Perkembangan masyarakat yang penuh dinamika akan melahirkan  
berbagai bentuk perbuatan hukum, yang terkadang untuk melakukan 
perbuatan hukum tersebut subyek hukum tidak dapat melakukannya secara 
langsung. Dalam kondisi ini kemudian muncul lembaga perwakilan atau 
kuasa. 
Perjanjian Pemberian Kuasa (lastgeving) telah dikenal sejak abad 
pertengahan, yang dalam hukum Romawi disebut mandatum. Manus berarti 
tangan dan datum memiliki pengertian memberikan tangan. Pada mulanya 
mandatum dilakukan karena pertemanan, dan dilakukan secara cuma-cuma. 
baru kemudian dapat diberikan suatu honorarium yang bersifat bukan 
pembayaran tapi lebih bersifat penghargaan atas pekerjaan yang telah 
dilaksanakan oleh si penerima mandatum.
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Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan 
hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam bentuk 
tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan 
prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa.
2
 
Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku 
III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. 
Pemberian kuasa pada masa sekarang ini sangatlah diperlukan, mengingat 
dinamika dan mobilitas anggota masyarakat yang terus berkembang. Tidak 
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 Herlien Budiono, Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa, Majalah Renvoi, Nomor 
6.42.IV, 3 November 2006, Hal. 68. 
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dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa lembaga perwakilan yang 
terwujud dalam segala segi kehidupan dibidang hukum. 
Pemberian kuasa untuk menjual merupakan salah satu bentuk akta 
kuasa yang sering dijumpai di masyarakat. Pembuatan akta kuasa jual dalam 
bentuk akta notaris merupakan suatu hal yang tidak asing dalam praktek 
notaris sehari-hari. Pemberian kuasa yang diberikan dan ditanda tangani oleh 
debitor kepada kreditor pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal 
penandatanganan akta pengakuan utang, masih dilakukan di dalam praktek. 
Tindakan hukum semacam ini menurut Herlien Budiono bertentangan dengan 
asas yang bersifat ” bertentangan dengan kepentingan umum (van openbare 
orde)  karena penjualan benda jaminan harus dilakukan secara suka rela atau 
di muka umum melalui lelang. Sehingga pemberian kuasa jual semacam ini 
adalah batal demi hukum.
3
  
Itikad baik dari kreditor menjadi perhatian utama, karena telah jatuh 
temponya suatu perjanjian pengakuan dan belum dapat dilunasinya 
pengakuan hutang tersebut menjadi satu bukti bahwa kredit dapat disebut 
wanprestasi. Dan dapat dimungkinkan bila berbelit belitnya penyelesaian 
hutang menjadi hal penting yang mendasari berlakunya Kuasa Jual tersebut. 
Sehingga pelaksanaan Kuasa Jual sebagai perjanjian tambahan merupakan 
urgensi pelaksanaan Perjanjian pokok berupa Perjanjian Pengakuan Hutang. 
Pemberian kuasa jual yang dibuat setelah adanya perjanjian 
pengakuan utang, menurut penulis perlu kajian yuridis lebih lanjut, mengingat 
konstruksi hukum dalam perjanjian pengakuan utang ini adalah, apabila 
debitor wanprestasi, maka kreditor berdasarkan kuasa jual yang telah 
diberikan kepadanya (pada saat yang yang bersamaan dengan pembuatan 
perjanjian utang piutang) akan menjual obyek jaminan tersebut untuk 
mengambil pelunasan piutangnya. Sedangkan terjadinya pengalihan hak 
terhadap obyek jaminan akibat adanya wanprestasi telah diatur berdasarkan 
Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan 
hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan, pengalihan hak atas tanah dan 
                                                          
3 Ibid, Hal. 69 
3 
 
pemilikan hak atas tanah tidak terlepas dari peran serta Notaris/PPAT. 
Sehingga adanya pengalihan hak atas tanah terhadap kasus tersebut 
berdasarkan ketentuan undang undang hak tanggungan. 
Penulis menitikberatkan penelitian pada putusan Mahkamah Agung 
nomor register : 318.K/Pdt/2009, karena pada duduk perkara dalam putusan 
tersebut,  Penggugat I dan Tergugat II telah melakukan transaksi hutang dan 
saling mengikatkan diri dengan membuat kesepakatan sebagaimana yang 
tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 04 September 
2003 yang dibuat oleh S, Notaris di Surakarta, dimana dalam Akta Pengakuan 
Hutang tersebut Penggugat I berkedudukan sebagai Debitur, sedangkan 
Tergugat I sebagai Kreditur. 
 Kedudukan Penggugat II dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut 
adalah bertindak sebagai Penjamin dan untuk itu barang jaminan berupa tanah 
dan bangunan tercatat dalam Sertifikat hak milik nomor ; 435 atas nama 
Penggugat II, yang terletak di Jalan Raya Telukan Sukoharjo No 77 menjadi 
barang jaminan hutang piutang antara Penggugat I dengan Tergugat I. 
Hutang yang menjadi kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I 
adalah sebesar Rp.110.000.000, - (seratus sepuluh juta rupiah), dengan bunga 
3 % sebulan dan angsuran Rp.8.800.000,- per bulan selama 20 bulan. 
kesepakatan tersebut dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut diikuti dengan 
adanya Surat kuasa menjual sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 
11 tanggal 04 September 2003 yang dibuat oleh S, Notaris di Surakarta. 
Terhadap hutang tersebut, Penggugat I melalui saksi SS telah 
melakukan pembayaran angsuran dan bunga dengan total Rp.48.658.000,- 
Pembayaran angsuran tersebut mengalami kemacetan dan sejak tanggal 04 
Juni 2005 para Penggugat di tegor oleh Notaris S, yang intinya bahwa 
tenggang waktu pembayaran angsuran sudah jatuh tempo dan karenanya 
Tergugat I akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi Akta 
Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 04 September 2003 dan Akta Notaris 
Nomor 11 tanggal 04 September 2003 tentang Surat kuasa menjual.  
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Tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat I berdasarkan Surat 
Kuasa menjual akta nomor 11 tanggal 04 September 2003 tersebut telah 
melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik 
Nomor 435, dimana dalam hal ini Tergugat I bertindak untuk dan atas 
namanya sendiri, baik dalam kapasitasnya sebagai Penjual maupun Pembeli.  
Transaksi jual beli tersebut dalam posita  oleh Tergugat I di laksanakan dan di 
tuangkan dalam Akta Jual beli Nomor : 614/Grogol/2005 tanggal 27 
Desember 2005 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DK, 
di Sukoharjo dan atas dasar jual beli tersebut Tergugat I melakukan proses 
balik nama Sertipikat hak milik nomor 435 menjadi atas nama Tergugat I. 
Setelah sertipikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I 
kemudian Tergugat I mengadakan perjanjian Pengakuan Hutang dengan 
Tergugat III dengan jaminan serttipikat tersebut, sebagaimana tertuang dalam 
Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 Tanggal 4 Maret 2006, yang dibuat oleh 
RS, Notaris di Surakarta. 
Penggugat I dan Penggugat II merasa keberatan dengan adanya proses 
jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I yang didasarkan pada surat kuasa 
menjual sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 4 September 
2003, karena pelaksanaan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual beli  
Nomor 614/Grogol/ 2005 tanggal 27 Desember 2005 yang dibuat oleh 
Pejabat Pembuata Akta Tanah (PPAT)  DK, di Sukoharjo, adalah di lakukan 
oleh Tergugat I secara melawan hukum yaitu melanggar Pasal 11 Akta 
Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 04 September 2003 yang disebut oleh 
S, Notaris di Surakarta, dimana dalam melakukan jual beli tersebut Tergugat I 
(Kreditur) sama sekali tidak pernah memberitahu Penggugat I (Debitur) dan 
tidak pernah melakukan perhitungan dengan Penggugat I sebagaimana 
dimaksud oleh bunyi Pasal 11 akta tersebut.  
Pada kasus ini permasalahan mendasar adalah Penggugat I dan 
Penggugat II merasa keberatan dengan adanya proses jual beli yang dilakukan 
oleh Tergugat I, karena meskipun Penggugat I dan Penggugat II memberikan 
kuasa Jual kepada Tergugat I namun menurut ketentuan pasal 6 Undang 
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undang  nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan siapapun yang 
menerima dan memegang jaminan tidak boleh membeli atau menjual barang 
yang menjadi jaminan, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, Barang 
jaminan demikian hanya boleh di  lakukan jual beli secara lelang di muka 
umum dan berdasarkan ketentuan hukum pertanggungan yang berlaku. 
Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Jual yang dibuat pada hari 
dan tanggal yang sama dan nomor yang berurutan tersebut dibuat pada 
tanggal 4 September 2003, sedangkan pada saat terjadinya penandatanganan 
akta akta tersebut telah berlaku ketentuan Undang-undang nomor 4 tahun 
1996 tentang hak tanggungan, bahwa kreditur mendapat perlindungan setiap 
perjanjian Hutang piutang mendapat perlindungan hukum melalui Akta 
Pemberian Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan. Telah dikeluarkan pula Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 
53.K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei tahun 1996 yang menegaskan bahwa 
Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan 
menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan, jika tidak ada kesepakatan 
mengenai harga tanah tersebut.  
Selain itu juga telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 tahun 1982 tentang Kuasa Mutlak. Akan tetapi Akta pengakuan 
Hutang dan Akta Kuasa Jual tetap dibuat dihadapan Notaris, dan Putusan 
Mahkamah Agung telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2010 dengan 
putusan menolak Gugatan karena gugatannya tidak jelas / kabur. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Kuasa Jual sebagai jaminan eksekusi 
terhadap akta pengakuan hutang (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung 
Nomor Register 318.K/Pdt/2009 Tanggal 23 Desember 2010). 
 
B. Perumusan Masalah 
Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang 
dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, serta menghindari 
terjadinya kekaburan di dalam pembahasan dari pokok-pokok permasalahan, 
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penulis memandang perlu untuk menyusun permasalahan secara terperinci 
sebagai berikut : 
1. Apa Latar Belakang pertimbangan hakim dalam memutus perkara kuasa 
jual sebagai jaminan eksekusi terhadap Akta pengakuan hutang dalam 
Putusan Mahkamah Agung nomor Register 318.K/Pdt/2009 tersebut? 
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pelaksanaan 
kuasa menjual yang terkait dengan Akta Pengakuan utang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Agung nomor Register 318.K/Pdt/2009 tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan mutlak yang harus dilakukan sebelum 
penyusunan tesis. Penelitian ini merupakan penelitian problem finding yang 
dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara kuasa jual 
sebagai jaminan eksekusi terhadap Akta pengakuan hutang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Agung nomor Register 318.K/Pdt/2009 tersebut. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam 
pelaksanaan kuasa jual yang terkait dengan perjanjian Pengakuan utang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor Register 318.K/Pdt/2009 
tersebut 
 
D. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat 
memberikan manfaat: 
1. Manfaat Keilmuan 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum 
pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.  
b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
pengetahuan tentang pelaksanaan kuasa jual sebagai jaminan eksekusi 
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terhadap Akta pengakuan hutang dalam praktek berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung nomor Register 318.K/Pdt/2009 tersebut. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi 
masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai 
kuasa jual. 
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